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ABSTRAK

Fenomena pembelian LPG 3 kg bersubsidi oleh masyarakat menengah ke
atas menjadi isu penting yang mencerminkan ketidaktepatan sasaran dalam
implementasi kebijakan subsidi energi. LPG 3 kg sejatinya diperuntukan bagi
rumah tangga miskin dan usaha mikro, namun kenyataannya di Padukuhan
Ngentak, Caturtunggal, Sleman, masih ada masyarakat mampu yang masih
menggunakannya. Faktor penyebab utamanya adalah harga yang jauh lebih murah
dibanding LPG non-subsidi, kemudahan akses tanpa verifikasi, serta lemahnya
sistem pengawasan distribusi. Situasi ini tidak hanya mengakibatkan ketimpangan
sosial dan kelangkaan pasokan bagi masyarakat miskin, tetapi juga bertentangan
dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umum dalam hukum ekonomi
syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penggunaan LPG
bersubsidi oleh masyarakat menengah ke atas dalam perspektif hukum ekonomi
syariah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak-
pihak terkait seperti Disperindag Sleman, Hiswana Migas DIY, pihak Kalurahan
Caturtunggal, agen dan pangkalan LPG, Dukuh Ngentak, RT/RW setempat dan
masyarakat dari berbagai golongan ekonomi. Teknik dokumentasi juga digunakan
untuk memperkuat validitas data. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif
dengan manafsirkan data lapangan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi
yaitu Maslahah Mursalah, yang didalamnya terdapat prinsip keadilan dan
kejujuran/transparansi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan LPG 3 kg bersubsidi oleh
masyarakat yang tidak berhak terjadi akibat tidak adanya sistem kontrol yang
efektif, ketiadaan pendataan penerima manfaat, dan minimnya edukasi tentang etika
penggunaan subsidi. Praktik ini tidak sejalan dengan prinsip distribusi yang adil
dalam islam , karena menghalangi hak masyarakat miskin atas bantuan pemerintah.
Oleh karena itu, perlu ada reformasi kebijakan subsidi, perbaikan sistem distribusi
berbasis data, dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi nilai-
nilai hukum ekonomi syariah agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan
mendukung kesejahteraan umat.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, LPG bersubsidi, Ketidaktepatan Sasaran
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ABSTRACT

The penomenon of 3 kg subsidized LPG (liquified petroleum Gas) being
used by middle to upper class households has become a critical issue reflecting the
inaccuracy of energy subsidy policies in Indonesia. This type of LPG is officially
designated for low-income households and micro-enterprises. However, in
Padukuhan Ngentak, Caturtunggal, Sleman, many economically capable
individuals continue to use it. The main factors include its lower price compared to
non-subsidized LPG, ease of access without verification, and weak distribution
oversight. This situation not only causes social inequality and scarcity for the
intended beneficiaries, but also contradicts the principles of justice and public
welfare (Maslahah ) within Islamic economic law.

This study is a field research using a qualitative approach that aims to
analyze the use of subsidized LPG by middle-to-upper-class communities from the
perspective of Islamic economic law. Data were collected through direct
observation and in-depth interviews with relevant stakeholders, including the
Sleman Trade and Industry Office, village officials, LPG agents and distributors,
and community members from various economic backgrounds. Documentation was
also employed to support the validity of the findings. The analysis was conducted
using descriptive-qualitative methods by interpreting the field data through the lens
of Islamic economic principles such as Maslahah Mursalah, as-sidq (truthfulness),
and amanah (trust), alongside relevant national regulations.

The findings reveal that the use of subsidized LPG by ineligible groups is
mainly due to the absence of effective control systems, lack of beneficiary data
collection, and insufficient public awareness regarding ethical subsidy usage. Such
practices conflict with the Islamic concept of distributive justice, as they prevent
poor households from accessing government aid. Therefore, it is essential to reform
subsidy policies, implement a data-based distribution system, and raise public
awareness through education on Islamic economic values, so that energy subsidies
can effectively reach and benefit those who truly need them.

Keywords: Islamic Economic Law, Subsidized LPG, Targeting Inaccuracy.
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MOTTO

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang
menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan
perasaanmu sebagai manusia.”

(Baskara Putra-Hindia)

“Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh bersandar
hibahkan bebanmu. Tak perlu kau berhenti kurasi, ini hanya sementara,
bukan ujung dari rencana.”

(Perunggu-33x)

“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-
satunya, jalani sebaik kau bisa”
(FSTVLST-GAS!)

“Hari-hari silih berganti, segelintir kita datang dan pergi, namun hanya
satu hal yang takkan mati, mimpi-mimpi besar takkan terhenti”
(Over Distortion)

“Demi doa-doa yang terpanjat, aku harus beranjak”
(The Cloves and The Tobacco)

“Asa besar tercipta di dada, merangkul hati saling menjaga, percaya akan

tiba cahaya”
(Rebellion Rose)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Translitasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan

tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin

dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan

Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543

b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: Konsonan

Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o Ba‘ B Be
< Ta‘ ) Te
< Sa‘ S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
ha (dengan titik di
C Ha* H
bawah)
d Kha° Kh ka dan ha
] Dal D De
3 Zal 7 ze (dengan titik di atas)
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J Ra‘ R Er
3 Zai Z Zet
o Sin S Es
S Syin Sy es dan ye
Sad S Es (dengan titik di
)
bawah)
Dad D De (dengan titik di
Ua
bawah)
. Ta* T Te (dengan titik di
bawah)
Za‘ Z Zet (dengan titik di
1 bawah)
& ‘Ain ¢ Apostrof Terbalik
£ La L El
o Ma M Em
A Na N En
d La L El
J Ma M Em
p Na N En
La L El




3 Waw W
° Ha“ Ha
& Hamzah Apostrof
¢ Ya‘ Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydid ( ©" )dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Ditulis muta addidah
For v
) é‘.ﬂ.:.é
Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
Ditulis hikmah
Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
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dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

seuigll eyl

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammah ditulis t atau h

il & ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

1. - Fathah Ditulis a

2. - Kasrah Ditulis 1

3. - Dammah Ditulis u
E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif a
ditulis
el Istihsan
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2. Fathah + ya’ mati a
ditulis
A Unsa
3. Kasrah + ya’ mati 1
ditulis
s al- ‘Alwani
4, Dammah + wawu mati 0]
ditulis
pse ‘Uliim
F. Vokal Rangka
1. Fathah + ya’ mati ai
ditulis
Gairihim
"
2. Fathah + wawu mati au
ditulis
Qaul
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dgh

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof
il Ditulis a’antum
Ay Ditulis u’iddat
Al Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

G Ditulis Al-Qur’an

whll Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

) Ditulis ar-Risalah

sladl) Ditulis an-Nisa’

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi

atau pengucapannya.

¢l A Gl Ditulis Ahl ar-Ra’yi
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L i

Ditulis

Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1.

Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat
dan sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari

negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma“arif dan sebagainya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya
mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara yang
kaya akan sumber daya alam yang belum sepenuhnya dieksplorasi dan
dieksploitasi serta belum diatur secara efisien dan efektif terhadap kekayaan
sumber daya alam tersebut. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.! hal ini
menunjukkan akan adanya hak penguasaan negara terhadap bumi, air, dan
kekayaan alam berlandaskan kemakmuran rakyat.

Salah satu bentuk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah
bahan galian tambang yang dapat berwujud minyak, gas bumi, batubara,
emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Diantara jenis bahan galian tersebut,
minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang

potensial bagi pemasukan Negara.?

! Indonesia, Republik. Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945.
Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

2 Ardi Restu Halawa, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta
Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Dari Subsidi Ke Non Subsidi,” November
28, 2023, https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9499.



Era modern saat ini cara berfikir manusia semakin praktis, aneka alat
rumah tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba elektronik,
dimaksudkan untuk mempermudah segala pekerjaan. Salah satu produk
tersebut adalah kompor dengan bahan bahan bakar gas LPG yang berguna
untuk menggantikan sistem pembakaran kompor dengan bahan bakar
minyak tanah.’

Kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri
telah membawa manusia pada era ekploitasi Sumber Daya Alam (SDA).
Sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan. Sumber Daya
Alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia. Sumber
Daya Alam dapat digolongkan menjadi 2 berdasarkan sofatnya, yaitu SDA
yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contoh Sumber Daya
Alam yang dapat diperbaharui adalah angin, air, hewan, tumbuhan, dan lain-
lain. Sedangkan contoh Sumber daya Alam yang tidak dapat diperbaharui
adalah minyak bumi, emas, besi gas, dan berbagai bahan tambang lainnya.*

Menimbang bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan
pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi Bahan
Bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara, maka

keluarlah Peraturan Presiden Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang

3 Farhan Farhan Junio Andesy, “Efektivitas Pemberian Subsidi Gas Lpg 3 Kg Di
Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang” (diploma, Universitas Andalas, 2019),
http://scholar.unand.ac.id/51646/.

4 Lis Suryadi, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pendistribusian Gas Lpg
Bersubsidi Dengan Metodologi Object Oriented Studi Kasus PT. XYZ,” Seminar Nasional
Informatika (SEMNASIF) 1, no. 5 (July 29, 2015),
http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/1127.



Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG (liquefied
petroleum gas) Tabung 3 Kilogram.’

Liquefied Petrolium Gas (LPG) merupakan gas hidrokarbon
produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas
propane dan butane dan dikemas di dalam tabung.® Bantuan subsidi yang di
berikan oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan keseimbangan
ditengah masyarakat khususnya bagi penerima manfaat. Di dalam Perpres
No 104 Tahun 2007 disebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG
tabung 3kg pada awalnya hanya diperuntukan bagi rumah tangga dan usaha
mikro yang dilaksanakan pada daerah tertentu dalam wilayah NKRI secara
bertahap, kemudian sejak diterbitkan Perpres No 126 Tahun 2015,
peruntukan LPG tabung 3 kg diperluas untuk kapal perikanan nelayan kecil
dan petani sasaran.’

Di Padukuhan Ngentak, Kalurahan Caturtunggal, Kabupaten
Sleman, fenomena ketidaktepatan sasaran dalam distribusi LPG 3 kg
bersubsidi juga menjadi salah satu permasalahan yang patut menjadi
sorotan. Berdasarkan observasi awal, masih banyak masyarakat menengah
ke atas yang menggunakan LPG 3 kg. Mereka membeli gas melon di tingkat

pengecer dengan alasan harga yang lebih murah dan ketersediaanya yang

5 “PERPRES No. 104 Tahun 2007,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 20,
2024, http://peraturan.bpk.go.id/Details/42150/perpres-no-104-tahun-2007.

1515061040 Yosa Anggara Hasan, “Sistem Pendeteksi Kebocoran Tabung Gas Lpg
Otomatis Berbasis Arduino Uno Menggunakan Metode Prototype,” Skripsi (UNIVERSITAS
LAMPUNG: FAKULTAS TEKNIK, June 14, 2022), https://digilib.unila.ac.id/66455/.

7 “PERPRES No. 126 Tahun 2015,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 23,
2024, http://peraturan.bpk.go.id/Details/41882/perpres-no-126-tahun-2015.



lebih luas dibandingkan dengan LPG non-subsidi. Selain itu, lemahnya
sistem pengawasan dan ketiadaan mekanisme kontrol yang ketat membuat
LPG bersubsidi dapat diperjualbelikan secara bebas tanpa adanya verifikasi
yang jelas mengenai status ekonomi pembeli.

Ketidaktepatan sasaran dalam distribusi LPG 3 kg memiliki
berbagai dampak negatif, baik secara ekonomi, sosial, maupun dalam
perspektif hukum ekonomi syariah. Di sisi ekonomi, penyalahgunaan LPG
bersubsidi oleh masyarakat yang tidak berhak menyebabkan meningkatnya
beban subsidi yang harus di tanggung oleh pemerintah, yang pada akhirnya
dapat mengurangi efektivitas subsidi dalam membantu masyarakat miskin.®
Selain itu, meningkatnya permintaan LPG 3 kg dari kelompok yang tidak
berhak juga dapat menyebabkan kelangkaan di tingkat pangkalan, sehingga
masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas justru kesulitan
mendapatkan LPG bersubsidi.’

Dari sosial, fenomena ini berpotensi meningkatkan ketimpangan
dalam akses energi antar masyarakat miskin dan masyarakat mampu.
Masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan manfaat utama dari
subsidi sering kali harus menghadapi harga yang lebih tinggi akibat praktik

penjualan LPG bersubsidi di luar ketentuan yang telah di tetapkan oleh

8 Kementerian Keuangan RI, Laporan APBN 2023, cet. ke-1 (Jakarta: Kemenkeu RI,
2023), hlm. 95.

9 Ibid., hlm 95



pemerintah.!® Hal ini tidak hanya menciptakan ketidak adilan dalam akses
energi, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang
benar-benar membutuhkan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ketidaktepatan sasaran
dalam distribusi subsidi bertentangan dengan prinsip keadilan dan
kemaslahatan umum. Islam mengajarkan bahwa kebijakan ekonomi harus
didasarkan pada asas keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama.!!
Subsidi yang diberikan oleh pemerintah seharusnya digunakan sesuai
dengan tujuan awalnya, yakni membantu kelompok masyarakat yang
kurang mampu agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih
mudah. Ketidaktepatan sasaran dalam distribusi LPG 3 kg tidak hanya
merugikan masyarakat miskin, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai
islam mengenai pengelolaan sumber daya yang adil dan bertanggung jawab.

Dalam aspek regulasi dan penegakan hukum, lemahnya pengawasan
terhadap distribusi LPG 3 kg menjadi faktor utama yang menyebabkan
masyarakat menengah ke atas tetap dapat mengakses LPG bersubsidi.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memastikan subsidi
energi tepat sasaran, namun dalam implementasinya masih banyak celah

yang memungkinkan adanya penyimpangan. Salah satu faktor penyebabnya

19 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakat, cet. ke-3 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2000),
Jilid 1, hlm. 210.

' Abu Hamid Al-Ghazali, 4I-Mustashfa min 'llm al-Usul, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyyah, 1994), Jilid 1, hlm. 286.



adalah tidak adanya sistem pendataan yang akurat mengenai siapa yang
berhak menerima subsidi. Hingga saat ini, belum terdapat sistem verifikasi
berbasis data yang dapat mengontrol distribusi LPG 3 kg agar benar-benar
hanya dikonsumsi oleh kelompok yang berhak.'?

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pembelian LPG bersubsidi oleh masyarakat menengah ke atas
di Padukuhan Ngentak dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu,
penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi mekanisme distribusi LPG
bersubsidi yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam
islam, sehingga diharapkan subsidi benar-benar memberikan manfaat bagi
kelompok yang membutuhkan. Maka dari itu peneliti mencoba menganalisa
penggunaan fenomena ini dengan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Gas LPG (liquefied petroleum
gas) Bersubsidi Bagi Masyarakat Menengah ke Atas di Padukuhan
Ngentak”

B. Rumusan Masalah
Bersumber pada apa yang menjadi latar belakang di atas, maka pertanyaan
yang diajukan di antaranya :
1. Apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam
mendistribusikan  bantuan gas subsidi guna meminimalisir

ketidaktepatan sasaran?

12 «“Badan Kebijakan Fiskal - Detail Kajian,” accessed October 22, 2024,
https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/07/06/093356342653278-kajian-kebijakan-subsidi-lpg-
tabung-3kg-tepat-sasaran.



2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang pembelian gas
LPG bersubsidi bagi masyarakat menengah ke atas di Padukuhan
Ngentak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme yang dapat diambil oleh pemerintah
dalam mendistribusikan bantuan gas subsidi guna meminimalisir
ketidaktepatan sasaran yang selaras dengan prinsip-prinsip Hukum
Ekonomi Syariah

2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah tentang pembelian
gas LPG bersubsidi bagi masyarakat menengah ke atas di Padukuhan
Ngentak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dapat dinilai berhasil jika mampu memberikan manfaat bagi

lingkungannya, maka penelitian ini berupaya untuk dapat memberikan

manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah ilmiah bagi
akademisi dan instansi. Kemudian dengan penelitian ini maka akan
didapatkan kajian-kajian ilmiah yang semakin bervariasi. Sehingga
dengan banyaknya kajian ilmiah tentu akan semakin mudah untuk
mendapatkan acuan akademis.

2. Manfaat Praktis



a. Bagi peneliti, berjalan dan berhasilnya penelitian tentu akan
menambah wawasan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah
terhadap bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga
dengan problematika, penelitian ini akan menjadi pijakan yang baik
dan terukur untuk diimplementasikan di daerah maupun di
penelitian lain.

b. Bagi Masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan masyarakat
dapat lebih memahami prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan
bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kebijakan
publik, khususnya dalam konteks subsidi gas. Serta diharapkan
subsidi gas 3 kg dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang
benar-benar membutuhkan, yaitu kalangan menengah ke bawabh,
sehingga mengurangi penyalahgunaan oleh kelompok yang lebih
mampu.

E. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka ini merupakan pijakan bagi peneliti untuk memastikan
bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya ataupun sudah
ada namun memeiliki sudut pandang berbeda. Hal ini dilakukan untuk
meminimalkan adanya penelitian berulang. Tinjauan pustaka dilakukan
dengan menelaah artikel akademik yang telah ada dan sesuai dengan tema
penelitian ini. Beberapa uraian dari proses tinjauan pustaka peneliti

diantaranya :



1.

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpigi 3 Kg
Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 di Desa Sungai
Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir” oleh Novita
Yola (2022), tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan
penyaluran gas elpiji 3 kg oleh distributor untuk rumah tangga
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga
Liquefied Potreleum Gas Tabung 3 Kg di Desa Sungai Gantang
Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil dari sripsi ini
adalah pelaksanaan penyaluran elpiji 3 kg untuk rumah tangga di Desa
Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
berdasarkan Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2007 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021
belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat
dari masih banyaknya masyarakat menengah ke atas yang memakai
serta dapat membeli elpiji tabung 3 kg tersebut, padahal sudah jelas
bahwasannya elpiji tabung 3 kg hanya diperuntukan bagi rumah tangga
miskin atau masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Studi Novita
Yola memiliki kesamaan dengan studi penulis mengenai objek
penelitian mengenai pendistribusian gas 3 kg kepada masyarakat
mampu, adapun perbedaannya terletak pada pokok kajian studi Novita

Yola yang berfokus pada rumah tangga sedangkan peneliti berfokus
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mengenai masyarakat menengah ke atas dan tidak hanya rumah tangga
saja.!’

2. Penelitian yang berjudul “Pengawasan Pendistribusian Gas Elpigi
Subsidi 3 Kg di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Oleh
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Aceh Timur” oleh Wildanum Mukhalladun (2022) ,tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa proses pengawasan
terhadap pendistribusian gas subsidi 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua,
Kecamatan Julok ole Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Aceh Timur. Hasil dari skripsi ini adalah tahapan
proses pengawasan pendistribusian gas 3 kg oleh Dinas Perdagangan,
koperasi dan UKM. Menentukan standar dari segi jumlah sudah sesuai
dengan ketentuan sedangkan dalam waktu dan harga masih belum bisa
maksimal sistem pengawasannya karena harga eceran di pangkalan dan
pengecer masih ada yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
oleh pemerintah sesuai SK  Gubernur Aceh. Memperbaiki
penyimpangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Timur masih
kurang maksimal karena pengawasan tersebut tidak dilakukan setahun
sekali secara menyeluruh pada semua tempat, hanya terbatas pada
daerah yang mudah terjangkau saja dikarenakan terbatasnya sarana dan

prasaranan. Studi yang dilakukan oleh Wildanum Mukhalladun

13 Novita Yola, “Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpigi 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah
Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Di Desa
Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir,” Skripsi, Program Studi Ilmu
Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
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memiliki kesamaan dengan studi penulis terkait pendistribusian gas
elpigi 3 kg, adapun perbedaannya terletak pada studi Wildanum
menggunakan ruang lingkup Dinas perdagangan Koperasi dan UKM
sedangkan studi yang ditulis peneliti menggunakan ruang lingkup
Hukum Ekonomi Syariah. !4

3. Penelitian yang berjudul “Pengawasan Kelurahan Terhadap Penyauran
Gas Liquid Petrolium Gas (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas di
Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi” oleh M. Khaiss Wijaya
(2022) , penelitian ini mememiliki tujuan untuk mengetahui
pengawasan pemerintah kelurahan terhadap penyaluran gas Liquid
Petrolium Gas (LPG) subsidi 3 kg oleh pangkalan gas di wilayah
Kelurahan Jelutung Kota Jambi. Hasil dari skripsi ini adalah Pemerintah
Kelurahan Jelutung Kota Jambi melakukan pengawasan terhadap
penyaluran 3 kg Liquid Petroleum Gas (LPG) bersubsidi oleh masing-
masing pangkalan gas menggunakan kartu kendali untuk memastikan
penerima gas LPG ini adalah warga yang benar. Kartu kendali adalah
kartu tanda pengenal resmi yang dikeluarkan oleh Ditrektorat Jendral
Minyak dan Gas Bumi. Warga yang tidak memiliki kartu tidak dapat
membeli tabung LPG bersubsidi 3 kg sebagai metode pengawasan
dalam pendistribusian tabung LPG bersubsidi 3 kg. Ketika masyarakat

membeli gas elpigi 3 kg di pangkalan, kemungkinan besar tidak terjadi

4 Wildanum Mukhalladun, “Pengawasan Pendistribusian Gas Elpigi Subsidi 3 Kg Di
Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Aceh Timur,” Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas
Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2022.
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antrean panjang karena ketersediaan gas. Studi yang dilakukan oleh M.
Khaiss Wijaya memiliki perbedaan terkait bagaimana Pemerintah
Kelurahan Jelutung Kota Jambi menyikapi pendistribusian gas elpigi
sedangkan studi yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisa
pendistribusian gas subsidi 3 kg menggunakan perspektif Hukum
Ekonomi Syariah.'?

4. Penelitian yang berjudul “Problematika Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi
Oleh Masyarakat Mampu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah™ oleh
Riana Arisa (2019), penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui
praktik jual beli gas elpiji bersubsidi oleh masyarakat mampu di
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.Hasil dari skripsi ini adalah praktik
jual beli gas elpiji bersubsidi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 pasal
3 ayat 1 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
26 Tahun 2009, karena yang berhak membeli ataupun mengkonsumsi
yaitu rumah tangga dan usaha mikro. Jual beli gas elpiji bersubsidi tidak
sesuai dengan kriteria penerima, masih banyaknya masyarakat mampu
yang membeli gas elpiji bersubsidi, padahal pemerintah sudah
mengaturnya dan menuliskan di tabung gas elpiji 3 kg itu dengan tulisan
hanya untuk masyarakat miskin, tetapi kenyataannya masi bannyaknya

masyarakat mampu yang membelinya dan mengkonsumsinya.

15 M. Khaiss Wijaya, “Pengawasan Kelurahan Terhadap Penyauran Gas Liquid Petrolium
Gas (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi,” Skripsi,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2022.
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Persamaan studi yang dilakukan oleh Riana Arisa dan penulis terletak

pada pokok bahasan yang membahas gas bersubsidi 3 kg, adapun

perbedaannya terkait studi yang dilakukan oleh Riana Arisa mengenai

praktik jual beli sedangkan yang diteliti oleh penulis terkait

pendistribusian gas elpigi bersubsidi 3kg bagi masyarakat menengah ke

atas dengan analisa Hukum Ekonomi Syariah.'®

F. Kerangka Teori
1. Subsidi

a. Pengertian
Subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran
kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik
sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga
beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi
tersebut.!”

b. Subsidi Dalam Islam
Subsidi dapat dianggap salah satu cara (Usliih) yang boleh dilakukan
negara (khalifah), karena termasuk pemberian harta milik negara
kepada individu rakyat (/°7@’'u ad-Dawlah min Amwalihd li ar-

Ra ‘iyyah) yang menjadi hak khalifah (negara). '®

16 Riana Arisa, “Problematika Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu
Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah,” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah, IAIN Bengkulu, 2019.

!7 Dungtji Munawar, “Memahami Pengertian Dan Kebijakan Subsidi Dalam APBN,” 2013,

18 Damri Batubara, “Pandangan Islam Terhadap Subsidi” 2 (2016): 147.
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c. Dasar Hukum
1) Dasar Hukum yang Berlaku di Indonesia
Subsidi Gas 3 Kg di Indonesia diatur oleh regulasi dan
kebijakan pemerintah yang mendasari pelaksanaannya.
Adapun Undang-undang yang mendasarinya yaitu Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied
Petrolium Gas Tabung 3 Kilogram.
2) Dasar Hukum Islam
Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7 :
Ao 2k L 5 348 gl Akl Ty Ak sLidH) (i 4138 380 Y 8
| 3e1
Ayat ini melarang keras terhadap ketimpangan dan
kesenjangan ekonomi yang hanya bergulir dan bergilir pada
segelintir tangan orang-orang kaya saja. Oleh karena itu,
kebijakan penentuan subsidi tersebut memang perlu
dilakukan dengan pertimbangan yang luas dan mendalam. !°
2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
a. Kemaslahatan Umum (Maslahah Mursalah)
Maslahah Mursalah merupakan salah satu konsep penting
dalam hukum islam yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi,

termasuk dalam hal distribusi subsidi. Secara etimologis, maslahah

19 Al-Qur’an, QS. Al-Hasyr :[7] 59.
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berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan mursalah berarti tidak
terikat oleh dalil khusus dalam Al-Qur’an maupun hadist. Dalam
konteks hukum islam, Maslahah mursalah merujuk pada suatu
kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas
syariat, tetapi tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum selama
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam.*’

Menurut para ulama ushul figh, maslahah mursalah
memiliki tiga kriteria utama agar dapat diterapkan dalam suatu
kebijakan, yaitu:

1) Tidak bertentangan dengan dalil syariah yang ada.

Suatu kebijakan harus tetap berada dalam koridor syariah
dan tidak bertentangan dengan aturan yang sudah di
tetapkan dalam Al-Qur’an dan hadist.

2) Memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Kebijakan harus memberikan manfaat yang bersifat
umum dan tidak hanya menguntungkan kelompok
tertentu.

3) Memiliki dasar rasional yang dapat

dipertanggungjawabkan.?!

20 Abu Hamid Al-Ghazali, AI-Mustasfa min ‘Ilm al-Usiil, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub
al-Timiyyah, 1994), Jilid 1, him. 286.

2! Tbnu Qayyim Al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, cet. ke-2 (Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Jilid 2, hlm. 412.
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Keputusan yang diambil berdasarkan Maslahah
Mursalah harus didukung oleh pertimbangan rasional

yang sesuai dengan tujuan syariat (Magasid Syart ‘ah)

Dalam konteks subsidi LPG 3 kg bersubsidi, penerapan
Maslahah Mursalah sangat relevan karena subsidi ini ditujukan
untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin dan
usaha mikro. Namun, apabila subsidi ini dikonsumsi oleh
masyarakat menengah ke atas yang sebenarnya mampu membeli
LPG non-subsidi, maka tujuan utama dari Maslahah menjadi tidak

tercapai.

Yusuf al-Qaradawi dalam Figh al-Zakat menjelaskan bahwa
subsidi atau bantuan dari negara harus memiliki asas pemerataan
ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu.??
Dalam hal ini subsidi LPG yang dinikmati oleh masyarakat
menengah ke atas bertentangan dengan prinsip Maslahah Mursalah
karena menyebabkan ketimpangan dalam hal pendistribusian

sumber daya energi.

Selain itu, dalam Magasid Syari‘ah, subsidi LPG dapat

dikategorikan sebagai bagian dari Hifz al-mal (perlindungan

22 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Zakat, cet. ke-3 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2000),

Jilid 1, hlm. 210.
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terhadap harta) dan Hifz an-nafs (perlindungan terhadap kehidupan).
Jika subsidi tidak tepat sasaran, maka akan menimbulkan
ketidakadilan ekonomi yang berlawanan dengan tujuan syariah
dalam menciptakan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, perlu
adanya sistem distribusi dan pengawasan yang lebih ketat agar
subsidi benar benar memberikan manfaat bagi kelompok yang

berhak sesuai dengan prinsip Maslahah Mursalah.

Ibn Ashur dalam Magdasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah juga
menekankan bahwa suatu kebijakan yang bertujuan untuk
kepentingan umum harus memiliki Istigrar (stabilitas) dalam
pelaksanaanya.”® Jika kebijakan subsidi LPG tidak tepat sasaran,
maka akan menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi yang
merugikan kelompok rentan. Oleh karena itu, evaluasi dan reformasi
kebijakan subsidi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk

memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

Menurut Syekh Wahbah al-Zahili, dalam Usil al-Figh al-
Islami, Maslahah Mursalah memiliki hubungan erat dengan konsep
Istislah (pencarian kemaslahatan), yang digunakan oleh para ulama

dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak secara eksplisit

23 Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, Magasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah, cet. ke-2 (Jordan:
Dar al-Nafaes, 2006), hlm. 98.
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djelaskan dalam nash.?* Oleh karena itu, dalam konteks subsidi,
kebijakan yang berbasis pada Maslahah Mursalah harus bersifat

dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip ini menekankan pada pentingnya kebijakan subsidi
yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pendistribusian gas
bersubsidi harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas
dan menghindari hal-hal yang mengandung kemudharatan
(kerugian).?

Kejujuran dan Transparansi (As-sidq wa Al-Amanah)

Kejujuran (as-sidq) dan transparansi (amanah) merupakan
dua prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang sangat
penting dala menjaga kestabilan ekonomi dan memastikan keadilan
dalam distribusi sumber daya. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam
transaksi ekonomi pribadi, tetapi juga dalam kebijakan ekonomi
makro, termasuk dalam pengelolaan subsidi oleh pemerintah. Islam
menekankan pentingnya kejujuran dan - transparansi sebagai

landasan moral dalam setiap bentuk interaksi ekonomi agar tidak

24 Wahbah al-Zuhaili, Usil al-Figh al-Islam, cet. ke-4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009),

Jilid 2, hlm. 753.

% Nurul Ayuni, “Penimbunan Barang Dagangan Yang Tidak Memiliki Kadar Waktu
(Daluarsa) Menurut Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan (Studi Terhadap Kasus Agen
Pangkalan Distributor Gas Lpg Liquified Petrolium Gas Kota Banda Aceh)” (other, UIN AR-

RANIRY, 2024),

https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36631/.
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terjadi penyimpangan, kecurangan, dan eksploitasi pihak yang lebih
lemah.?®

Prinsip kejujuran dan transparansi memiliki dasar yang kuat
dalam Al-Qur’an dan Hadist. Firman Allah dalam surah An-nisa’
ayat 29: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara
kamu” (QS. An-Nisa’ [4]:29).%” Ayat ini menegaskan bahwa segala
bentuk transaksi ekonomi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran
dan keterbukaan agar tidak terjadi kecurangan. Selain itu dalam QS.
Al-Bagarah [2]: 282, Allah SWT juga memerintahkan pencatatan
transaksi dan adanya saksi dalam akad untuk mencegah perselisihan
serta menjamin keadilan.?®

Hadist Rosulullah SAW juga menegaskan pentingnya
prinsip ini: “pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para
nabi, orang-orag yang benar, dan para syuhada pada hari kiamat”

(HR. Tirmidzi No. 1209).* Hadist ini menunjukkan bahwa individu

26 Wahbah al-Zuhaili, Usil al-Figh al-Islami, cet. ke-4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009),

Jilid 2, hlm. 753.

27 Al-Qur’an, QS. An-Nisa’ [4]: 29.

28 Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah [2]: 282.

2% Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmiz, cet. ke-1 (Beirut: Dar Ihya’
al-Turat al-*Arabi, 1998), Jilid 3, hlm. 515.
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yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan kejujuran akan
mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT.

Dalam konteks distribusi subsidi LPG 3 kg, prinsip kejujuran
dan transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan
ini benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
Tanpa adanya transparansi, terdapat resiko penyimpangan seperti
penimbunan, distribusi yang tidak tepat sasaran, atau bahkan praktik
korupsi yang dapat merugikan masyarakat miskin yang seharusnya
menjadi prioritas penerima subsidi.*°

Proses pendistribusian harus dilakukan dengan jujur dan
transparan. Semua pihak yang terlibat, dari pemerintah hingga
distributor harus menjaga amanah dan bertindak dengan kejujuran
untuk memastikan bahwa bantuan subsidi ini sampai kepada yang
berhak.’!

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap praktik penggunaan gas LPG 3Kg bersubsidi
bagi rakyat menengah keatas di Padukuhan Ngentak yang ditinjau dari

pandangan hukum ekonomi syariah ini merupakan penelitian lapangan

39 Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah, cet. ke-3 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2000),
Jilid 1, hlm. 210.

3 Dr H. Juni Sjafrien Jahja SH.MH, Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas
Manajemen Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi (VisiMedia, 2013).
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(field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut
Mantra dalam buku Moleong mengemukakan metode kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang meghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.*?
2. Sumber Data
Terkait dengan sumber data yang akan dijadikan bahan dalam
penelitian ini, maka dapat dikategorikan dalam dua sumber:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer yaitu data dalam bentuk verbal atau
kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku
yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini
adalah sunjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel
yang diteliti.>?
b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh
dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll),
foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang

dapat memperkaya data primer.>*

32 Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, DASAR METODOLOGI PENELITIAN
(Literasi Media Publishing, 2015), 28.

33 Ibid., hlm 28.

3 Ipid., hlm 28.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik
pengumpulan data menggunakan cara penelitian yang berhubungan
dengan permasalahan yang dibahas.

a. Pengamatan (Observasi)

Untuk mendapatkan data yang akurat secara langsung maka
observasi lapangan sangat diperlukan . Observasi adalah bentuk
pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap
gejala-gejala subjek yang diselidiki. Teknik ini digunakan untuk
mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti dengan

cara melakukan pengamatan secara langsung.®

Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan tanpa turut
berpartisipasi, sehingga pengamatan dilakukan dalam batas yang
tampak di muka saja tanpa menginterpretasikan makna secara subjektif.
Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati
perilaku pendistribusian dan konsumen LPG 3 kg bersubsidi di

Padukuhan Ngentak.

b. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

35 Ibid., hlm 77.
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mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam yang
jumlah respondennya sedikit atau kecil. Maka dalam penelitian ini
penulis akan melakukan wawancara kepada para penjual gas 3kg
bersubsidi dan masyarakat menengah keatas.>®

Teknik wawancara dalam penelitian ini diperuntukkan
menggali data lapangan mengenai mekanisme pendistribusian gas
LPG 3 kg bersubsidi dan mendalami kesadaran masyarakat
menengah ke atas dalam penggunaan bantuan gas Ipg 3 kg
bersubsidi di Padukuhan Ngentak.

Teknik wawancara dilakukan dengan tujuan untuk
penggalian data terkait pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi,
adapun target wawancara, antara lain:

1) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas
(Hiswana Migas) Yogyakarta, dengan tujuan mengetahui
sistem distribusi LPG bersubsidi dari produsen ke
konsumen.

2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sleman, dengan tujuan mengetahui regulasi dan

pengawasan distribusi LPG bersubsidi.

36 Ibid., hlm 77.
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3) Lurah Caturtunggal, dengan tujuan mengetahui
kebijakan dan pengawasan distribusi LPG 3 kg di tingkat
Kalurahan.

4) Dukuh Ngentak, dengan tujuan mengetahui kondisi
distribusi LPG di tingkat dusun.

5) Agen dan Pangkalan di Padukuhan Ngentak, dengan
tujuan mengetahui mekanisme distribusi LPG bersubsidi
di tingkat pengecer.

6) RT/RW Padukuhan Ngentak, dengan tujuan mengetahui
kondisi masyarakat dan distribusi LPG di tingkat
konsumen.

7) Masyarakat menengah ke bawah, dengan tujuan
mengetahui dampak dari penggunaan LPG bersubsidi
oleh kelompok yang tidak berhak.

8) Masyarakat menengah ke atas, dengan tujuan
mengetahui alasan mereka menggunakan gas LPG 3 kg

bersubsidi.

Penelitian ini menggunakan teknik random sampling
(pengambilan secara acak), dimana setiap anggota populasi
memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden.
Teknik ini dipilih agar sampel yang diperoleh dapat mewakili
populasi secara objektif dan menghindari bias dalam pemilihan

responden.
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¢. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.’’

Metode dokumentasi dalam penelitian ini mencakup berkas,
data, serta foto yang mendorong terpenuhinya data mengenai
pendistribusian gas LPG bersubsidi di Padukuhan Ngentak.

Dokumentasi berupa foto perlu dilakukan untuk memperkuat
bukti telah terselanggeranya penggalian data dengan pihak-pihak
terkait.

4. Analisis Data

Analis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu
data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai
sumber, dan peraturan perundang-undngan, serta data primer yang
diperoleh dari observasi dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan
undang-undang, teori dan pendapat ahli, sehingga mendapatkan
gambaran yang jelas, lengkap dan menghasilkan kesimpulan yang dapat
digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

H. Sistematika Pembahasan
Untuk mencapai pembahasan penelitian yang sistematis, maka

dalam penelitian ini diperlukan suatu gambaran singkat tentang bagaimana

37 Ibid., hlm 78.
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sistematika pembahasan yang diterapkan dalam penelitian ini . Sistematika
dalam penelitian ini, dibagi menjadi beberapa bab antara lain :

Bab Pertama, bab ini berisikan pemaparkan tentang pendahuluan
yang berisi tentang latar belakang masalah atas penelitian ini, rumusan
masalah yang bersifat akademik, tujuan penelitian ini, tinjauan pustaka atas
beberapa karya tulis ilmiah yang pernah diteliti beberapa tahun lalu, serta
metode yang digunakan dalam riset ini dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini berisikan landasan teori. Berisikan tentang
pengertian gas LPG, tentang pandangan hukum ekonomi syariah mengenai
praktik penggunaan gas LPG 3Kg bersubsidi bagi masyarakat menengah
keatas, tentang pengertian masyarakat menengah keastas.

Bab Ketiga, bab ini berisikan gambaran data-data yang sudah
diperoleh dari hasil penelitian penggunaan gas LPG 3Kg bersubsidi bagi
masyarakat menengah keatas, menjelaskan bagaimana fenomena ini masih
eksis di tengah masyarakat menurut pandangan hukum ekonomi syariah.

Bab Keempat, bab ini berisikan kajian penggunaan gas LPG 3 kg
bagi rakyat menengah keatas menurut analisa hukum ekonomi syariah.

Bab Kelima, dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran
mengenai penggunaan gas LPG 3 kg bagi rakyat menengah keatas menurut

analisa hukum ekonomi syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Padukuhan Ngentak, dapat
disimpulkan bahwa penggunaan LPG 3 kg bersubsidi oleh masyarakat
menengah ke atas menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam
implementasi kebijakan subsidi energi. Untuk meminimalisir hal ini,
pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti: pengembangan sistem
verifikasi penerima subsidi melalui rencana penerapan kartu subsidi dan
digitalisasi distribusi, pengawasan distribusi oleh Disperindag hingga ke
pangkalan, serta penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu,
dilakukan juga upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar
penggunaan subsidi lebih tepat sasaran. Namun, langkah-langkah ini masih
belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan di tingkat pengecer
dan belum adanya sistem pendataan penerima subsidi yang menyeluruh.
Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktik ini bertentangan
dengan prinsip Maslahah Mursalah yang menekankan kemaslahatan umum
dan distribusi yang adil. Penggunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat
mampu mengabaikan nilai kejujuran (as-sidg) dan amanah, serta
menghambat terwujudnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam
Magasid Syari‘ah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti
pendataan berbasis digital, sistem verifikasi pembeli, serta sosialisasi

berkelanjutan tentang prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam

70
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pemanfaatan subsidi. Dengan begitu, tujuan utama subsidi yakni membantu
masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat tercapai secara efektif

dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran
yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait guna meningkatkan
efektivitas distribsusi LPG bersubsidi 3 kg agar lebih tepat sasaran sesuai
dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Pertama, kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah,
perlu dilakukan perbaikan dalam sistem pendataan penerima subsidi.
Hingga saat ini belum ada mekanisme yang efektif untuk memastikan
bahwa hanya masyarakat miskin dan usaha mikro yang benar-benar
menerima manfaat dari  subsidiLPG 3 kg. Pemerintah perlu
mengembangkan sistem verifikasi yang lebih ketat, misalnya dengan
menerapkan kartu subsidi atau sistem digital yang dapat memantau
distribusi LPG bersubsidi secara real time. Dengan adanya pendataan yang
lebih akurat, kebijakan subsidi dapat lebih tepat sasaran dan menghindari
penyalahgunaan oleh masyarakat yang lebih berhak.

Kedua, kepada agen distribusi dan pangkalan LPG, diharapkan
adanya peningkatan transparansi dan pengawasan dalam penyaluran LPG
bersubsidi. Agen dan pangkalan seharusnya memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa gas bersubsdii tidak diperjualbelikan secara bebas

kepada masyarakat mampu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol
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yang lebih ketat, seperti pembatasan pembelian dengan menunjukan
identitas yang telah terdaftar sebagai penerima subsidi. Selain itu,
pengawasan dari pemerintah setempat juga harus ditingkatkan untuk
mencegah adanya praktik distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, kepada masyarakat, terutama kelompok menengah ke atas
yang masih menggunakan LPG bersubsidi, diharapkan adanya peningkatan
kesadaran akan pentingnya penggunaan subsidi secara adil dan sesuai
dengan kebutuhan. Masyarakat yang memiliki kemmapuan ekonomi lebih
seharusnya beralih ke LPG non-subsidi, sehingga LPG 3 kg dapat lebih
mudah diakses oleh masyarakat miskin dan usaha mikro yang benar-benar
membutuhkannya. Kesadaran ini dapat dibangun melalui edukasi dan
sosialisasi dari pemerintah serta tokoh masyarakat mengenai pentingnya
penggunaan LPG bersubsidi secara secara bertanggung jawab.

Terakhir, kepada akademisi dan peneliti, disarankan untuk terus
mengkaji kebijakan subsidi LPG dari berbagai perspektif, termasuk dalam
aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk
mengevaluasi efektivitas kebijakan subsidi LPG serta dampaknya terhadap
kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kajian akademik yang
komprehensif, kebijakan subsidi dapat terus disempurnakan agar lebih adil
dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Dengan adanya langkah-langkah perbaikan dari berbagai pihak
diharapkan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi dapat lebih tepat sasaran,

transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi
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syariah, sehingga manfaat subsidi dapat dirasakan oleh meraka yang benar-

benar membutuhkan.
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